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ABSTRACT
This study is an intcgral part of the Indonesian Land Administration Project (ILAP) which
was started mid 1994 and will go on for 25 subsequent ycars. During the first 5-years phase of
= project implementation, the registration of traditional communal (Ulayat) land was avoided,
= but such land will be cncountered much more frequently during future phases of systematic
2 registration in areas outside Java. The goal of the study is to investigate the existence and
contents of ‘traditional communal land rights’ in three iocal communities and their relation 10
the systematic registration of land, and to define a strategy for improving icnure security of
raditional communities by designing basic approaches and procedures for the identification
and recognition of traditional communal rights on land.

Kata kunci: Penguasaan Tanah, Masyarakat Tradisional, Pendaftaran Tanah.
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I. PENDAHULUAN ngahan tahun 1994 dan akan ber-

Pada tahun 1996 hingga tahun
1998, penulis telah melakukan pe-
nelitian terhadap pola penguasaan
tanah secara tradisional di tiga
masyarakat adat, sebagaimana di-
sebutkan pada judui tulisan ini,
dalam kaitannya dengan pendaf-
taran hak atas tanah. Penelitian ini
adalah bagian dari Indonesian
Land  Administration  Project
({LAP) yang dimulai scjak perte-

langsung selama 25 tahbun, Selama
pendaftaran tanah sistematik, pen-
daftaran tanah komunal tradisio-
nal (ulayat) dielakkan, tetapi tanah
semacam ini akan banyak ditemui
selama pendaftaran sistematik di
masa mendatang di luar Jawa.
Disadari bahwa bila semenjak
dini tidak dipcrsiapkan prosedur-
prosedur alternatifnya yang harus
ditampung dan diakomodasi da-
lam kebijakan pertanahan oleh pe-
merintah, maka akan memperlam-

* Hasil penelitian tahun 1996 hingga 1998
dan belum dipublikasikan. bat proses pendaftaran tanah dan

** Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas akan timbul dampak negatif ter-
Atmajaya Jakarta.
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hadap masyarakat tradisional, mi-
salnya, jika hak-hak komunal me-
reka dipaksa ke dalam sistem pen-
daftaran tanah yang hanya dapat
melayant hak-hak individual, Di-
perkirakan bahwa pendaftaran dan
pensertifikatan tanah akan lebih
memberikan  perlindungan  kepe-
milikan bagi hak-hak tanah ko-
munal.

Hingga akhir abad 20, di Indo-
nesia masth tersebar tanah-tanah,
termasuk hutan yang penguasaan-
nya berdasarkan aturan tradisional
{hukum adat), walaupun aturan
hukum “*modern” yang mengatur
pertanzhan sudah ada sejak zaman
penjajahan Belanda (1870). Na-
mun hingga kini belum tersedia
informasi lengkap tentang bentang
dan bhatas-batas wilayah yang di-
cakup olch pelbagai hukum adat
tersebut, termasuk uraian menge-
nai penguasa tanahnya; aturan-
aturan adat yang mengatur bentuk,
15l serta mekanisme hubungan
antara tanah dan penguasa tanah-
nya. serta gambaran rinci menge-
nai perkembangan hukum adat
tersebut di tengah arus pemba-
ngunan dan globalisasi. Sementa-
ra 1tu informasi tentang tanah adat
semakin lama semakin dibutuh-
kan, karena beberapa alasan yang
saling berkaitan, yaitu:

I Masayarakat adat semakin di-
namis dalam menyikapi pro-
ses  perubahan dan  pemba-
ngunan, dan hal ini mutiak di-
lakukun supaya mercka dapat

«<«»

tetap mempertahankan kebera-
daannya (survive);

2 Perubahan-perubahan yang di-
timbulkan oleh dinamika pem-
bangunan terhadap hukum
adat tanah memberikan dam-
pak langsung terbadap hukum
tanah tertulis di Indonesia;

3 Hukum adat tanah, bisa dika-
takan, merupakan sumber uta-
ma perkembangan hukum ta-
nah nasional di Indonesia, dan
juga pelengkap dari hukum
tanah nasional yang tertulis.
Keberadaan hukum adat terse-

but berkaitan langsung dengan

masyarakat adat dan kulturnya
yang dilandasi oleh asas kebersa-
maan. Akibatnya, hukum adat
berkait dengan keberadaan tanah
komunal, yang untuk beberapa
daerah dikenal sebagai hak ulayat

{misalnya di Minangkabau dan

Jambi). Pertanyaan yang perlu di-

jawab kemudian adalah apa sig-

nifikansi melalukan penelitian hak

ulayat? Penelitian hak ulayat di-

perlukan karena sudah banyak ka-

sus yang menunjukkan gejala me-
nipisnya keberadaan hak-hak atas
tanah komunal tradisional tersebut
akibat kikisan program pemba-
ngunan. Padahal, keberadaan ma-
syarakat adat justru ditopang oleh
tanah komunalnya. Sementara itu,
masyarakat adat juga sudah beru-
bah, yaitu dari masyarakat adat
yang mendiami suatu teritori ter-
tentu, semakin menjadi masyara-
kat yang terjadin atas hubungan
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kekerubatan saja (walau pada ke-
nyataannya mereka tidak secara
tuntas lepas dari ikatan dacrah
asalnya).

Informasi yang lengkap ten-
tang hukum tanah tradisional di
Indonesia ini juga diperlukan da-
lam rangka mensukseskan pelak-
sanaan Proyek Pensertifikatan Ta-
nah yang akan diselesaikan di
seluruh Indonesia dalam jangka
25 tahun mendatang, yaitu sclama
periode Pembangunan Jangka
Panjang ke II. Proyek ini
peneiitian tentang hak-hak tanah
adat {tanah komunal).

H. PERMASALAHAN

Hak-hak tradisional atas tanah
komunal belum jelas, sehingga a-
kan menjadi masalah dikemudian
hari, jika pendaftaran tanah sis-
tematik menyentuh hak-hak tradi-
sional atas tanah komunal terse-
but. Dalam penelitian ini ditelu-
suri efektivitas peraturan perun-
dangan vyang berkaitan dengan
pertanahan di lokasi penelitian.
Sehubungan dengan itu, ada dua
hal yang menjadi pertanyaan, ya-
itu bagaimana pola pengusaan
tanah secara tradisional masya-
rakat sumatra Barat, Kalimantan
Tengah, dan Nusa Tenggara Ba-
rat? Bagaimana pula efektivitas
pengaturan pendaftaran tanah di
tiga lokasi penelitian tersebut dan
problematikanya?
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III. TUJUAN PENELTIAN,

Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikastkan dan menge-
nali hak-hak tradisional atas tanah
komunal di tiga masyarakat lokal
dalam kaitannya untuk pendaftar-
an tanah secara sistematik, dan
merumuskan suatu strategi pe-
ningkatan perlindungan pengua-
saan tanah komunal tradisional
dalam bentuk pendekatan dasar
dan prosedur untuk mengidenti-
fikasikan dan mengenali hak-hak
tradisional atas tanah komunal.
Untuk mencapal tujuan penelitian
ini, diperlukan upaya untuk me-
ngetahui  kenyataan pengaturan
pertanahan di lokasi penelitian.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Komunal Tradisional

Atas Tanah Adat

Karena istilah ulayat lebih po-
pular (baik di mecdia massa, per-
aturan perundang-undangan, mau-
pun literalur tanah adat), istilah mi
akan lebih sering digunakan da-
lam studi tni, meskipun untuk
dacrah-daerah tertentu istilah ula-
yat tidak tepat untuk digunakan.

Menurut Ter Haar (Soesango-
beng, 1998: 2), masyarakat hu-
kum adat memandang manusia,
tanah, dan alam sekitarnya baik
yang kelihatan maupun tidak keli-
hatan (roh-roh}, schagai satu kesa-
tuan dan saling mempengaruhi,
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Karcna itulah maka dalam fol-
klore setempat dikemukakan bah-
wa hak ulayat berasal dari kekuat-
an supranatural yang diturunkan
kepada masyarakat adat yang ke-
mudian mempercayakan kepada
penguasa adat yang tupduk pada
hukum adat. Kekuatan suprana-
tieral menurunkan hak ini kepada
sckelompok masyarakat yang ada
di suatz wilayah yang dianggap
masih memiltki keterkaitan magis
dengan kekuatan tersebut. Istilah
‘ulayat” dalam bahasa aslinya (ba-
hasa Minang) berarti  wilavah.
[tulah schabnya Koesnoe (Koes-
noe, (988 7) mengartikan hak
ulayat sebagai “lingkungan di
mana sesuatu masyarakat hukum
berfungsi sebagal suatu masyara-
kat dengan pemerintahannya seca-
ra mandiri™.

Sebagar akibat dari cara pan-
dang denukian. yang terpenting
dalam hak ulayat adalah hubung-
an antara masyarakat adat sebagai
sutu kesatuan dan tanah wilayah-
nva. Hubungan ini kalau ditum-
buhkembangkan dan menjadi ku-
at, barulah akan menimbulkan ke-
wenangan (hak dan kewajiban)
untuk melakukan perbuatan hu-
kum mengenal tanah tersebut
(Koesnoe, 1995: 8, dan Soesa-
ngobeng, 1998: 33, Jadi hak adat
atas  lunah lahir dart kenyataan
hubungan antara  manusia de-
ngan tanah, bukan dari Keputusan
pcjabat (Socsangobeng, 1998: §).
Hubungan hukum tersebut adalah

hubungan kepunyaan masyarakat
bersama (komunal), misalnya fim-
po (Sulawesi Selatan), nuru (Bu-
re), paer (Lombok), dan wulavat
(Minagkabau). Dalam pelaksana-
annya, hak ini dilaksanakan oleh
penguasa adat {(dalam UUPA ada-
lah Negara) dalam bentuk hak
penguasaan, yaitu kewenangan
untuk memelihara, mempertahan-
kan, dan mengatur penggunaan
tanah tersebut (termasuk menga-
tur hubungan hukum antara tanah
tersebut dengan kelompok dan
individu anggota masyarakat hu-
kum yang bersangkutan, dan o-
rang asing), untuk kesejahteraan
seluruh warga. Dengan demikian,
pada hirarki berikutnya hak pe-
nguasaan ini menimbuikan hak
pakai (hak memanfaatkan) yang
bentuknya bermacam-macam me-
nurut daerah, scjarah dan masya-
rakat hukum yang bersangkutan,
misalnya, pemanfaatan scbagai
milik (patuanan di Ambon, Da-
yak Kayan dan Limbai); hak
untuk mengambil hasil bumi (pa-
nyampeto di Kalimantan); hak un-
tuk membatast wilayah (pawa-
tasan di Kalimantan; wewengkon
di Jawa; dan prabumian di Bali).
Pengertian in1 juga tercermin da-
fam Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pasal 2 UUPA.
Dengan perkataan lain, hak
ulayat dan hak tradisional vang
serupa adalah hubungan hukum
antara masyarakat adat dan wi-
layah dan segenap isinya yang
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berupa penguasaan tanah secara
bersama  oleh  masyarakat  adat,
dan kewenangan masyarakat adat
untuk memelihara dan mengatur
(melalui penguasa adat) peruntuk-
kan tanah dan kekayaannya, ter-
masuk memberikan kewenangan
kepada kclompok individu anggo-
ta masyarakat adat, dan orang a-
sing, untuk menggunakan tanah
dan kekayaan tersebut, sedemi-
kian rupa sehingga kegunaan ta-
nah dan kekayaannya dapat dini-
kmati oleh orang banyak, vyaitu
seluruh anggota masyarakat adat
vang hidup sekarang maupun
yvang akan datang. Dengan demi-
kian, hak ulayat meliputi juga
tanah yang di atasnya tclab ada
hak perorangan. Orang asing bo-
leh mengerjakan tanah ulayat de-
ngan seizing masyarakat adat
yang bersangkutan, atau memba-
yar sejumlah vang, dan/atau me-
laksanakan kewajiban tertentu.
Hubungan hukum ini diatur dalam
perangkatan hukum adat. Menurut
Zakaria (1998), esensi hak ulayat
terletak pada Kkedaulatan masya-
rakat adat atas suatu wilayah, ten-
tunya secara berkesinambungan
dan mandiri.

Jadi hak ulayat hanya dapat
digunakan untuk kepentingan o-
rang banyak dan untuk memenuhi
kebutuban dasar yang meningkat
anggota masyarakat adat vyang
bersangkutan, yang dapat dicu-
kupr melalui pengelolaan tanzh
yang bersangkutan. Hak ini me-
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mang diperuntukan bagi hajat hi-

dup orang banyak, bukan orang-

perorangan. Semangatnya adalah
komunalisme bukan individualis-
me.

Hak ulayat mempunyai ele-
men yang saling tergantung dan
berkaitan, yakni sebagai berikut:
a. kekuatan supra-natural seba-

gal sumber terjadinya masya-

rakat adat, dan dengan demi-
kian, dapat disebut scbagai
sumber hak ulayat;

b. masyarakat adat dan anggota-
nya (kelompok atau individu}
sebagai subyek hak ulayat;

C. penguasa adat yang mendapat
kepercayaan dari masyarakat
adat untuk mengatur penye-
lenggaraan hak ulayat;

d. obyek hak ulayat, yaitu tanah
yang merupakan wilayah tem-
pat masyarakat adat hidup,
termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, dan
fungsinya;

e. perangkat hukum (termasuk
lembaga adat) yang menyang-
kut seluk-beluk hubungan an-
tara subyek {termasuk bukan
anggota masyarakat adat) dan
obyek hak ulayat, dan antara
subyek dan perbuatan hu-
kumnya.

2. Masyarakat Adat

Tokch hukum adat, Ter Haar
(Abdurrahman, 1996: 3} meng-
gambarkan masyarakat adat scba-
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gal kumpulan orang yang berta-
lian satu sama lain, bertalian de-
ngan alam yang tidak kasat mata,
dunia materi, dan dunia luar, se-
demikian rupa sehingga berting-
kahlaku yang berbeda dengan ma-
syarakat lainnya, atau memiliki
kultur yang berbeda dengan ma-
syarakat lainnya, Masyarakat adat
mempunyal cara pandang hidup
vang holistik, komunalistik, tran-
sendental, dan berkelanjutan. Pan-
dangan hidup mereka tidak frag-
mentaris dan temporer. Mereka
memikirkan dengan baik apa aki-
bat dar1 suatu perbuatan pada ma-
svarakat sebagal suatu kesatuan,
bukan hanya di masa kini tetapi
Juga di masa yang akan datang,
turun-temurun, dan berkelanjutan,
Masyarakat tersebut  menyadari
bahwa mereka merupakan bagian
sckaligus terintegrast dengan alam
semesta, Di sinilah letak perbeda-
an antara masyarakat hukum for-
mal dan masyarakat adat. Masya-
rakat hukum formal cenderung
untuk memikirkan segolongan o-
rang (bahkan individu tertentu),
dan lebih memprioritaskan kepen-
tingan saat ini, bukan kepentingan
generasl mendatang. Sudivat et al
{Sudiyat et al, 1976: 55-56) meng-
gambarkan dengan jelas sifat ho-
listik, komunalistik, dan transen-
dental masyarakat adat. Ciri khu-
sus yang membedakan masyarakat
adat dengan masyarakat hukum
pada umumnya ialah:

a. Penguasa masyarakat adat me-
mutuskan apakah suatu perbu-
atan merupakan perbuatan hu-
kum, atau memutuskan seng-
keta yang terjadi antara ang-
gota-anggotanya menurut hu-
kum adat, menurut kebiasaan
yang oleh kelompok itu dipan-
dang ‘patut’atau ‘pantas’.

b. Beberapa orang atau individu

tertentu dalam suatu masyara-
kat adat melakukan suatu per-
buatan, dan seluruh ang-gota
masyarakat adat itu akan men-
dapat keuntungan atau men-
derita Kerugian.

¢. Pada masyarakat adat terdapat

benda-benda, tanah, air, tana-
man, kuil serta gedung vang
harus dipelihara dan diperta-
hankan bersama, dijaga keber-
sthannya bersama dari keku-
atan-kekuatan gaib,

d. Hanya angota-anggota masya-

rakat adat yang bersangkutan
dapat memperoleh manfaat a-
tas benda-benda, tanah, air,
tanaman, kuil dan gedung la-
innya, yang mereka pelibara
dan pertahankan serta jaga ke-
bersihannya.

€. Adanya masyarakat adat dira-

sakan oleh para anggotanya
sebagai suatu keharusan alam,
suatu kenyataan meta-yuridis,
sehingga masyarakat adat de-
mikian itu tidak mungkin didi-
rikan atau diadakan oleh suatu
instansi yang lebih tinggi, di-
resmikan/dibentuk atau dibu-



barkan oleh orang Tuar, diada-
kan  dengan  undang-undang
atau peraturan lain, lebih-lebih
olch instansi asing, dan scba-
gainya. Muasyarakat adal tim-
bul secara spontan.

f. Pada anggota masyarakat adat
tidak akan terdapat pikiran a-
kan kemungkinan membubar-
kan masyarakat adatnya.
Jika orang luar (bukan ang-
gola masyarakat adat) Ingin
menikmati hastl barang (tanah
dan scbagainya) dari masya-
rakat adat itu, 1a harus mem-
beri scsuatu kepada masyara-
kat adat sebagai tanda penga-
kuan orang luar terhadap hak
masyarakat adat tersebut.

h. Di dalam masyarakat adat ter-
dapat tata susunan masyarakat
yang merupakan sifat-sifat da-
ri masyarakat itu, yakni: di
dalam masyarakat itu terdapat
lapisan masyarakat yang tcr-
dirl dari beberapa orang atau
kelompok kecil yang mempu-
nyai prioritas, kelebthan atau
kewibawaun terhadap anggota
lainnya.

i. Masyarakat adal 1w terdapat
pada lapisan bawah dalam
masyarakat Indonesia.
Masyarakat adat i terbentuk

karena anggotanya menyadari ha-
rus ada scsuatu yang mempersa-
tukan dan melandast kehidupan
bersama mercka. Untuk itu harus
mempunyat kekayaan bersama se-
cara berkelanjutan.

e
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Herman Slaats {Herman Shiaats,
[992: 25) merumuskan masyara-
kat adat sebagal suatu struktur
sosial yang menciptakan dan me-
melihara seperangkat norma adat.
Bisa terjadi babwa dalam suatu
masyarakat adat penguasa adatnya
untuk masalah tanah berlainan
dengan masalah perkawinan atau
warisan, dan selerusnya. Untuk
perkawinan mungkin hanya meli-
puti orang-orang yang berdiam di
suatu tempat, dan yang pewarisan
meliputi crang-orang yang mem-
punyal hubungan kekerabatan
yang tidak harus tinggal di suatu
teritori yang sama. Artinya, pim-
pinan adat lazimnya tidak memi-
liki kekuasaan paripurna. Dalam
hal pengertian masyarakat adat
menurul arti milah baru pernya-
taan Kocsnoe ‘asal ada masyara-
kat adat. ada ulavat-nys” dapat
dikatakan tepat.

Kekuasaan suatu masyarakat
adat atas kehidupan anggotanya
herguntung pada kesepakatan ang-
gota untuk menyerahkan penga-
turan hidupnya pada masyarakat
adat, dan tentang sejauh mana ke-
kuasaan itu berfaku, yaitu apakah
kekuasaan lersebut meliputi sclu-
ruh aspek kehidupan atau hanya
schatas satd atau beberapa masa-
lah kehidupan {misalnya hubung-
an kekerabatan, warisan, jual-beli,
masalah piduna, atau tanah) ter-
masuk satuan waktunya. Namun
karena sifat masyarakat adat yang
berlandaskan kesetaraan. maka la-
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zimnya kekuasaan vang ada dibe-
rikan atau didelegasikan kepada
beberapa pihak. Dengan demikian
perlu diketahui sejauh mana hu-
kum adat mengatur kehidupan
anggota masyarakat adat.

Selain 1tu ada juga yang me-
ngatakan bahwa masyarakat adat
(Sudivat et al.. 1976 14) adalah
Kesatuan otonomi tempat dicip-
takan dan dipeliharanya lembaga
adat dan pcrangkat peraturan me-
ngenal seluk-beluk hubungan an-
tara subyek dan obyek hak ulayat,
subyek dan  perbuatan hukum
yvang menyangkut tanah; keanggo-
taan dan pimpinan adat masyara-
Kat adat tersebut: dan sejauh mana
penguasa adat yang bersangkutan
masih  mempunyai  kewcenangan
untuk: (@) mengatur dan menye-
lenggarakan peruntukan, penggu-
naan. persediaan dan pemelihara-
an atas tanah dan wilayahnya; (b)
menentukan dan mengatur  hak-
hak vang dapat dipunyai atas
tanah dan air: (¢) mencntukan dan
mengatur hubungan hukum antara
orung perorangan dengan tanah
dan air dan dengan perbuatan-
perbuatan hukumnyi.

Sementara 1w pimpinan adat
mengatur peruntukan tanah dan
pemanfaatan hastinya, menyelesa-
tkan perselisithan, mengkomunika-
sikan kehendak masyarakat adat
pada para pendatang, dan bekerja
untuk  pelestarian hukum adat,
Kekuasaan pimpinan adat bergan-
fung pada harta kekayaon masyi-

rakat adat vang bersangkutan. Ada
herbagal bentuk masyarakat adat
yang merupakan subyek dari hak
ulayat, antara lain, desa (di Jawa),
marga, negeri/kuria (di Tapanuli,
uluebalang (di Acch), nagari (di
Minangkabau), marga (di Suma-
tera Selatan), dan dese di Bah
{8.A. Hakim, dikutip olch Abdur-
rahman, 1996:; 1),

3. Tanah sebagai Kekayaan

Masyarakat Adat

Kekayaan masyarakat adat a-
dalah satu kesatuan terpisah dari
kekayaan pribadi masing-masing
warganya. Kekayaan terscbut da-
pat berupa lembaga adat, hampar-
an tanah, rumah adat, upacara dan
perlengkapannya, dan sebagainya.
Kekayaan ini berkembang dan
berkurang sesuar dengan bertam-
bah dan berkurangnya kekuasaan
masyarakat atas kehidupan anggo-
tanya. Dengan demikian, kckayan
vang berupa tanah berdampak
penting bagi kelestarian suatu ma-
syarakat adat. Karena itu, ada ba-
iknva untuk mengetahui luas ta-
nah, terutama menurut persepsi
mereka, yang masih dikuasat olch
kelompok masyarakat adat. Me-
nurut Sudivat et al (Sudiyat et al,
1976: 14) “kuat Jemahnya hak u-
lavat bergantung kepada luas ulau
sempitnya tanah yang sccara lang-
sung dikuasai oleh masyarakat
adat dan kuat lemahnya hak yang
diberikan kepada paruy warga atau
kelompok warganya™.
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Dari sudut pandang Negara,
Peraturan Menteri Negara Agra-
rie/Kepala Badan Pertanahan Na-
sional Nomor 1 Tahun 1994 me-
rumuskan tanah ulayat sebagai
tanah masyarakat adat yang tidak
mengandung unsur pemilikan per-
orangan. Padahal hukum adat me-
nganut pengertian tentang tanah
yang lebih dari itu, vaitu sebagai
tanda kesepakatan anggota masya-
rakat untuk menerima tanggung-
jawab sebagai penjaga keberadaan
dan kegunaan tanah untuk kese-
jahteraan anggota masyarakat Kini
dan yang akan datang. Bahkan
juga meliputi nilai magis-religius
dan sejarah panjang tertentu. Se-
mentara itu, kaca mata hukum for-
mal melihat tanah semata-mata
sebagai benda konsumsi dan pro-
duksi. Karena itu tanah ulayat ti-
dak dapat, atau setidak-tidaknya
tidak cukup didiskusikan hanya
dari kacamata hukum formal. Ma-
syarakat adat pada umumnya ti-
dak mentoleransi kekayaan indi-
vidu yang berlebihan atau yang
terlepas sama sekali dari aspek
komunalnya.

Perbedaan pengertian ‘fungsi
sosial’ tanah dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya menurut
hukum adat dan hukum formal sa-
ngat besar. Tanah ulayat yang pe-
runtukannya bersifat sosial ini
berbeda dengan peruntukan ‘ber-
sifat sosial’ yang disebutkan da-
lam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
yang menyatakan “bumi dan air
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dan kekayaan alam yuang terkan-
dung di dalamnya dikuasal oleh
negara dun  dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”. Pasal tersebut, meskipun
bersifat sosial tetapi dapat berto-
lak dari kepentingan individu. Se-
makin fungsi tanah berorientasi
pada masa kini dan sckelompok
orang, semakin tipis keberadaan
hak ulayat pada masyarakat ter-
sebut.

Karena itu penjelasan tentang
fungsi sosial tanah harus dilaku-
kan berdasarkan perumusan ma-
syarakat adat yang bersangkutan.
Masyarakat yang bersangkutaniah
yang menentukan apakah tanah
yang dikuasai mereka adalah un-
tuk kepentingan umum atau ang-
gota masyarakat tertentu saja, a-
pakah tanah yang dikuasai mereka
merupakan tanah yang hanya di-
pakai untuk kesejahteraan seluruh
anggota masyarakat atau untuk
kepentingan golongan tertentu sa-
ja. Hal ini menentukan tebal atau
tipisnya hak ulayat di daerah ter-
schut.

Penggunaan tanah untuk sc-
besar-besarnya kesejahteraan rak-
vat pertu dirumuskan dalam be-
berapa hal, yaitu: (1) apakah tanah
vang dikuasai oleh suatu masya-
rakat adat sudah benar-benar di-
pakai untuk kesejahteraan rakyat
banyak atau hanya segelintir o-
rang, (2) apakah hajat hidup ang-
gota masyarakat adat dipenuht o-
leh masvarakat adat yng bersang-
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kutan, ataukah hajal hidup orang

lain yang bertujuan untuk menge-

ruk kcuntungan vang sebanyak-
hanyaknya darj tanah tersebut,

Menurut Mohammad Koesnoe
{Mohammad Koesnoe, 1995; 27),
tanah’ ulayat meliputi tiga bagian
pokok, yaitu: (1) lingkungan tem-
pat tinggal sebagai pusat perse-
kutuan: (2) lingkungan usaha para
wargda. yvakni berupa sawah, ke-
bun, ladang, hutan; dan (3) ling-
kungan tanah persediaan, yakni
hutan belukar di luar lingkungan
usaha tersebut.

Kecuali bagi orang di luar
anggota masyarakat adat, tanah
adat kedudukannya sama bagi
semua orang. Namun demikian,
bagl pendatang, tanah adat hanya
berfungsi untuk pemenuhan kebu-
tuhan ckonomi. Bagi masyarakat
adat, tanah Komunal adat berfung-
st untuk mencukupit kebutuhan
anggota-anggotanya dalam hal ke-
butuhan magis-religious, ekono-
mi, dan sosial. Ketiga fungsi ini
diterangkan Muhammad Tauchid
(Abdurrahman, 1996: 7) sebagai
berikut:

(1) Fungsi sosial: untuk keaman-
an seluruh warga dan orang
asing dalam hal haknya atas
tanah;

{2) Fungsi religius: sebagai sum-
ber hidup manusia yang harus
dimuliakan oleh masyarakat
adat sccara bersama, tempat
kediaman orang-orang halus
pelindung dan arwah leluhur.

Fungsi ini menimbulkan upa-
cara selamatan umum, sebagai
imbalan transaksi tanah yang
berwujud benda-benda berni-
lai magis;

(3) Fungsi ekonomi: untuk keper-
luan penghidupan warga dan
orang {uar, tempat tinggal,
dan fasilitas umum.

METODE DAN DESAIN
PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
metode penelitian empiris dengan
pendekatan antropelogi  hukum.
Meskipun demikian, penelitian ini
tidak begitu saja mengabaikan as-
pek normatif yang ada, schinga
penelitian ini mencocokkan pen-
dekatan normtif dengan gejala
empiris yang ditemukan di la-
pangan. Dalam penelitian in1 di-
telusuri efektivitas peraturan per-
undang-undangan yang berkaitan
dengan pertanahan di lokasi pene-
litian.

Untuk menjamin pencapaian
tujuannya, studi ini dibagi atas ti-
ga tahap, vaitu: (1) Detailed de-
sign phase, (2) Training phase,
dan (3) Implementation phase.
Tahap pertama tersebut meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
{a) pembentukan tim peneliti, (b}
penyusunan rancangan kerja, (c)
studi literatur, (d) semiioka, dan
(e) studi kelayakan (feasibility
study).
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Studi ini dilakukan di tiga da-
grah yang dipilih, terutama berda-
sarkan kriteria sebagai berikut: (1)
merupakan desa menurut pendefi-
nisian fradisional (teriepas dari
pendefinisian desa menurut Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa);
{2) kehidupan masyarakat berlan-
daskan pada aturan-aturan tra-
disional; (3) ditemukan tanah ko-
munal tradisional; (4) unsur-unsur
kepemimpinan tradisional masih
berfungsi; (5) keberadaan tanah
komunal tradisional berfungsi se-
bagai sumber dan landasan kehi-
dupan bersama, tidak sekedar sim-
bol. Selain itu masih ada kriteria
lain yang dapat dilihat pada ba-
gian lain laporan ini, Kriteria ter-
sebut tidak digunakan secara ku-
mulatif, karena akan sulit menda-
patkan masyarakat yang meme-
nuhi semua kriteria tersebut seca-
ra bersamaan. Kriteria ini dipakai
sebagai indikator yang dapat
membantu untuk menseleksi dan
memilih lokasi penclitian yang
diharapkan. Tiga daerah yang ter-
pilih adalah Nagari Anduring di
Sumatera Barat, Desa Tumbang
Malahoi di Kalimantan Tengah,
serta Desa Bayan dan Desa Rem-
pek di Nusa Tenggara Barat.

A. Tahap Persiapan
Berikut ini uratan tahap per-
tama (tahap persiapan) penelitian:
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1. Pembentukan Tim Peneliti

Dalam studi ini banyak pene-
liti dan ahli yang berkaitan de-
ngan masalah penelitian 1ni dili-
batkan dan vang utama adalah so-
siolog hukum, antropolog hukum,
ahli hukum agraria, dan ahli hu-
kum adat. Schelumnya disusun
daftar nama calon tim dan ahli,
dan selanjutnya didiskusikan se-
cara intensif untuk mencntuan si-
apa saja yang dapat diajak berga-
bung dalam studi ini berdasarkan
{lerutama) keahliannya, perhatian-
nya pada masyarakat adat, dan na-
ma baik di kalangan para ahli. Se-
telah ditetapkan nama-nama yang
terpilih, mereka dihubungi untuk
dimintakan kesediaannya bekerja-
sama dalam melakukan tugas da-
lam studi ini. Mereka tidak hanya
dari Jakarta, tetapi juga dari Pulau
Jawa, dan luar Pulau Jawa.

Selain itu dalam feasibility
study dicari calon peneliti lokal
berdasarkan pengalaman mereka
meneliti dan menulis. Dalam studi
ini diperlukan peneliti lokal ka-
rena berkaitan dengan faktor ba-
hasa lokal. Dalam pengumpulan
data lapangan digunakan mctode
dan teknik yang lazimnya diguna-
kan dalam penelitian-penelitian
antropologis, yaitu observasi par-
tisipatif, sehingga tidak perlu lagi
meng-“Kursus”-kan mercka untuk
bisa berbahasa lokal. Untuk ma-
sing-masing daerah penelitian di-
perlukan 4 orang penelitt mengi-
ngat wilayah penelitiannya cukup
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2. Penyusunan rancangan

kerja

Penelitl menyusun rancangan
kegiatan tahap satu, dua, dan tiga.
Secara rinci kegiatan pada ma-
sing-masing tahap adalah sebagai-
mana terlihat dalam lampiran. Da-
lam tlisan ini, lampiran tidak di-
tampilkan, karena tulisan ini tidak
memerlukannya, mengingat yang
disajikan dalam tulisan ini adalah
lebih pada hasil penelitiannya

3. Penelusuran bahan Pustaka

Penelusuran atau studi pustaka
dilakukan secara kontinyu sampai
laporan penelitian selesai. Hal ini
termasuk juga artikel dan berita-
herita yang berkaitan dengan studi
ini,

4. Semiloka

Untuk lebih mempersiapkan
dan melengkapi pelaksanaan studi
ini, perlu dilakukan Semiloka Ta-
nah Adat, yang telah dilaksanakan
pada tanggal 3-5 Scptember 1996,
Dalam scmiloka tersebut dihasil-
kan kesepakatan untuk mengguna-
kan istitfah/konsep “hak ulayat dan
hak-hak yang sejenis” yang me-
ngacu kepada unsur-unsur: {(a)
harus masih ada masyarakat hu-
kum adatnya sebagal pemegang
hak ulayat; (b) masih ada pengu-
asa adat yang melaksanakan ke-
tentuan-ketentuan hak ulayat; dan
(cy apa yang dilakukan kepala

adat masih ditaati oleh para warga

yang bersangkutan,
Pengembangan indikator dan

definisi operasional dari konsep
terscbut ditentukan selama ‘fea-
sibility study’, sedangkan kriteria
pemilihan daerah penelitian dite-
tapkan sebagai berikut:

a. Masyarakat di daerah tersebut
masth  eksis tradisinya dan
masih melaksanakan sistem
hak-hak tanah komunal, tetapi
sedang mengalami perubahan;

b. Mempunyai ikatan ekonomi
(terutama subsistensi) yang
kuat di antara masyarakat dan
tanah;

¢. Mulai adanya konflik sehu-
bungan dengan adanya tuntut-
an perubahan kepemilikan ta-
nah komunal;

d. Kegiatan/pembangunan  dari
fuar menonjol;

¢. Potensial untuk terjadinya pe-
rubahan institusi lokalnya (a-
kibat tekanan dari dalam atau
luar};

f. Daerah ‘non-forest’, namun
juga daerah permukiman vang
sebagiannya termasuk wilayah
‘forest” dan secara ckonomi
masyarakatnya
mengandalkan ‘forest’ sebagai
sumber hidup;

g. Adanya peladang bergilir-ba-
lik {(berpindah);

h. Adanya ‘external pressure’ di
daerah terschut karena me-
nyangkut program pemba-
ngunan dari atas,
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i. Terscdianya foto-foto udara,
map dasar, dan informasi ta-
nah;

j. Prioritas yang dimiliki BPN
untuk program-program pen-
daftaran dan pemberian hak
atas tanah secara sistematik;

k. Tersedianya ahli-ahli lokal
(universitas, lembaga peneli-
tian, dll.), dan data hasil
penelitian terdahulu.

Kriteria di atas ditambah arah-
an bahwa ketiga masyarakat vang
diteliti harusnya mewakili: masya-
rakat yang bersistem kekerabatan
matrilineal, patrilineal, dan bilate-
ral. Dengan kriteria tersebut di a-
tas, dan dengan pertimbangan bia-
ya penelitian yang tersedia, telah
ditentukan 3 daerah penelitian
yang juga mewakili Indonesia ba-
gian Barat, Tengah, dan Timuz,
yakni Sumatera Barat, Kalimantan
Tengah, dan Nusa Tenggara Ba-
rat,

5. Studi Kelayakan
Setelah semiloka, di ketiga da-

erah tersebut telah dilakukan studi

kelayakan (feasibility study). Stu-

di tersebut membahas:

a. Ketepatan pemilihan daerah
penelitian. dan memilih satu
lokasi penelitian di tiap dae-
rah. Klarifikasi akan daerah
yang terpilih pun dilakukan
agar kriteria yang diterapkan
dan arahan akan ketiga sistem
kekerabatan pada masing-ma-
sing masyarakat bisa diterap-
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b. kiat-kiat untuk menjalin hu-
bungan dengan tokoh-tokoh
seternpat {pejabat-pejabat Pe-
memerintah  Daerah, Badan
Pertanahan Nasional setempat,
para peneliti, dll.) yang sudah
menunjukkan kepeduliannya
terhadap masalah tanah komu-
nal tradisional dan memikir-
kan kemungkinan mengem-
bangkan suatu sistem pena-
nganan yang tidak merugikan
masyarakat setempat.

Secara umum, hasil studi ke-
layakan dapat dikatakan telah
memperjelas dan mendukung pe-
nyiapan studi lapangan dengan
cukup efektit.

B. Tahap Pelatihan

Meskipun penelitian ini ber-
sifat ‘grounded’, yaitu peneliti me-
ngembangkan teori berdasarkan
data lapangan yang diperolehnya,
namun pengetahuan awal yang
melandasi penelitian tetap penting
dimiliki oleh peneliti. Tujuannya
agar dapat memberi semacam gui-
dunce sekaligus pembanding (stu-
di) agar peneliti tidak bergerak
“tanpa arah” dan mengulang hal-
hal yang barangkali pernah dilak-
sanakan scbelumnya, sehingga
cksplorasi mereka lebih terarah
dan mendalam. Tujuan pelatihan
tersebut adalah:
a. Memberikan pemahaman me-
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Ngenal peraturan yang menga-
tur mengenal tanah di Indone-
sia. kebijakan pemerintah me-
ngenai tanah, serta pemaham-
an mengenal hukum adat yang
berkenaan dengan hak-hak a-
tas tanah dan berbagal pranata
adat berkenaan dengan tanah.

Memberi pemahaman menge-
nal metodologi penelitian kua-
hitatif secara umum. Kepada
Tim Peneliti Lokal disampai-
kan dan ditekankan bahwa fo-
kus penelitian ini adalah pola
penguasaan dan pengusahaan
tanah dan aturan-aturannya
dari sumber manapun di tiga
lokasi penelitian,

Memberi pelatihan-pelatihan
schingga pescrta mampu me-
laksanakan penelitian di la-
pangan (mengenai tanah adat).
Memberi pelatihan  keteram-
pilan agar dapat berkomuni-
kasi secara efektif dengan ma-
syarakat dari berbagai strata,
termasuk para pejabat dan ti-
dak menyebabkan timbulnya
polarisasi di kalangan golong-
an-golongan sosial dalam ma-
syarakat setempat.

Selama pelatihan, juga dikem-
bangkan instrumen pengum-
pulan data bersama-sama de-
ngan seluruh tim peneliti lokal
dengan bimbingan para tim
ahli. Para peneliti juga mela-
kukan diskusi mengenai cara
mendapatkan data yang sahih
dalam menjawab tujuan studi.

Disadari dari mula bahwa para
peneliti lapangan memiliki Jatar
belakang pendidikan, minat, dan
pengetahuan yang ber-nuance (a-
gak berbeda), dan sebagai tim pe-
netiti lapangan belum cukup solid.
Karena itu dalam pelatihan hal-hal
tersebut coba didekatkan dan di-
perbaiki. Misalnya dengan cara
menambah dan melengkapi pe-
ngetahuan penelitian lapangan pa-
da mereka, memberi perangkat
pengetahuan  antropologis, lalu
membangun kerjasama antar tim
peneliti daerah,

C. Tahap Pelaksanaan
1. Pre-test Instrumen dan

Orientasi Lapangan

Bagian terakhir dari pelatihan
yang diadakan oleh para peneliti
di lokasi penelitiannya masing-
masing adalah menguji dan seper-
lunya menyesuaikan instrumen
penelitian. Kesempatan ini seka-
ligus juga digunakan untuk me-
ngenal lokast penelitian dan untuk
memperkenalkan dirinya dan pe-
nelitian ini kepada masyarakat.
Pre-test juga digunakan untuk
menjajaki “jarak™ yang ada antara
persepsi Tim Peneliti dengan ma-
syarakat setempat. Jarak tersebut,
coba didekatkan agar terjadi se-
macam “kesatuan bahasa” antara
upaya peneliti dan masyarakat di
sdana.



2. Pengumpulan Data

Lapangan

Pengumpulan data di lapangan
dilakukan sclama periode 15 Ok-
tober 1997 - 30 April 1998. Scper-
ti telah disebutkan, penelitian ini
memusatkan perhatian pada kons-
telasi empiris tanah komunal tra-
disional dan persepst masyarakat
terhadap tanah tersebut.

Untuk mempercleh informasi
tentang bal itu, digunakan metode
dan teknik yang lazimnya digu-
nakan dalam penelitian-penelitian
antropologis yaitu, terutama wa-
wancara dan observasi (dengan
partisipasi terbatas), serta studi
dokumen dan kepustakaan.

Observasi partisipatit itu digu-
nakan untuk memperoleh infor-
masi tentang kenyataan yang da-
pat diamati (materialistic appro-
ach), seperti susunan perumahan,
infrastruktur, kegiatan warga ma-
syarakat sehart-hari. Untuk me-
ngetahui pandangan dan filosofi,
ide-ide, kepercayaan, dan inter-
pretasi (persepsi kognitif dan nor-
matif) yang melatarbeiakangi ke-
nyataan itu (ideational approach),
digunakan wawancara. Wawan-
cara itu pada umumnya dilakukan
secara informal yakni dalam ben-
tuk obrolan mengenai fokus-fokus
tertentu maupun dengan meng-
gunakan panduan wawancara.

Dengan demikian diperoleh
informas: tentang: (1) gambaran
geografis dan etnografis lokasi
penelitian dan sosial-ckonominya;
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(2y karakleristik sosial-demografi
masyarakal setempat: (3) rekon-
struksi - scjurah  pertanashan  dan
perubahan-perubahan yang terja-
di; dan (4) beberapa permasalahan
tanah komunal tradisional akhir-
akhir 1ni.

Pencliti  mengecek  (teknik
cross check reference) suatu sum-
ber informasi dengan sumber
yang lainnya. Teknik ini juga di-
pakal sebagai alat untuk menge-
cck kebenaran informasi yang di-
peroleh dari teknik lainnya, yakni
wawancara dengan key-actors (in-
forman kunci im dipilih secara
hati-hati berdasarkan pengetahuan
khusus mereka dan reliabilitas in-
formasi vyang mercka berikan)
dan warga setempat. Wawancara
tersebut dilakukan secara menda-
lam. Penelii mencatat informasi
yang diperolch dalam catatan ha-
riannya dan dilaporkan setiap bu-
lan kepada peneliti di Jakarta
(Universitas Atma Jaya). Penggu-
naan tape-recorder tidak diijinkan
agar masyarakat bebas memberi-
kan informasi kepada peneliti. In-
formasi baru dapat dicatat di pe-
nginapan dengan cara mengingat-
ingat kembali informasi yang di-
perolchnya.

Selama pengumpulan data,
tim peneliti lokal tinggal di lokasi
penelitian  sekitar enam buian.
Mereka melibatkan sebagian ma-
syarakat setempat secara aktif,
yaitu sebagai guide (penunjuk
jalan, penerjemah), informan, dan
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juga untuk melakukan pendekatan
dengan anggota masyarakat lain.
Peneliti juga terlibat dalam bebe-
rapa kegiatan masyarakat setem-
pat, seperti kegiatan membuka la-
dang, dan perayaan-perayaan kea-
gamaan maupun adat-istiadat se-
tempat. Seorang peneliti mempu-
nyai pengalaman ikut serta memo-
tong ayam untuk upacara mem-
buka ladang.

Untuk kelancaran mendapat-
kan dokumen vyang diperlukan,
mereka juga dibantu oleh RMT
(Regional  Management Team)
Kanwil BPN. Dalam masa pe-
ngumpulan data tersebut, dilaku-
kan monitoring oleh peneliti Atmna
Jaya, Puslitbang BPN, dan Cus-
tomary Land Tenure Team (CL-
TT), vaitu dengan cara beberapa
kali mengunjungi lokasi pene-
littan, melakukan observasi kegi-
atan pengumpulan data di la-
pangan, wawancara dengan pene-
litt dan pihak-pihak yang terkait,
dan diskusi dengan tim peneliti
lokal. Dalam hal ini Peneliti dari
Puslitbang BPN dan CLTT ber-
tindak sebagai “konsultan™ bagi
pencliti Atma Jaya. Dari aktivitas
tersebut dapat diketahui kemajuan
kegiatan lapangan, khususnya se-
jauh mana proses pengumpulan
data sesuai dengan prosedur yang
telah  disepakati bersama, ham-
batan apa vang ditemui dan cara
mengatasinyd,  sejauh mana data
yang terkumpul dapat menjawab
pertanyaan masalah penelitian stu-

di ini, dan ketepatan waktu setiap
aktivitas terhadap jadwal yang te-
lah ditetapkan.

Data penelitian tersebut, ke-
mudian diolah dan dianalisis se-
cara kualitatif oleh Tim Atma
Jaya. Pada akhir penelitian la-
pangan, para peneliti lokal diun-
dang ke Atma Jaya untuk dimintai
penjelasan tambahan, kelengkap-
an dan klarifikasi data (debrief-
ing). Sumber informasi lainnya
yang diperoleh dari artikel mau-
pun berita-berita media massa,
hasil penelitian maupun tulisan
terdahulu, kebijakan pemerintah,
data statistik, dan sebagainya, ju-
ga dikajt untuk diintegrasikan da-
lam analisis data dalam rangka
melengkapt perumusan kesimpul-
an dan rekomendasi,

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam masyarakat tradisional
di tiga wilayah penrelitian tersebut,
pada umumaya, penduduk menge-
tahui dengan baik tanah-tanah ter-
tentu dikuasal oleh siapa, apa
yang mereka lakukan, bagaimana
memperolehnya, apakah tanah itu
pernah beralih penguasaannya,
dan mengapa demikian.

Istilah ulayat yang dikenal di
Nagari Anduring mengandung pe-
ngertian yang relatif suma dengan
paer di desa Bayan dan Rempek,
dan lewu di desa Tumbang Mala-
hoi, yattu sekedar sebagai snatu
wilayah atau kawasan di mana be-
lum mencerminkan jenis hak dan



kewajiban tertentu, namun di da-
lamnya terkandung berbagai jenis
hak masyarakat yang berada pada
wilayah tersebut. Jadi ulayat ada-
lah wilayah yang diakui sebagai
teritori masyarakat hukum adat
dengan batas-batas yang bergan-
tung pada kebutuhan untuk ‘sub-
sistence’ (secukup hidup). Teritori
ini untuk berburu, berladang ber-
pindah, dan ada yang kurang luas
karena dimanfaatkan secara per-
manen, tergantung kebutuhan me-
reka akan tanah untuk bermata-
pencaharian, seperti yang telah
mereka lakukan dari generasi ke
generasi. Berikut aturan tradisi-
onal tentang tanah di tiga wilayah
penelitian,

a. Nagari Anduring:

Di Nagari Anduring jenis-
jenis penguasaan tanah terdiri da-
i ulayat nagari, ulayat suku, dan
ulayat kaum, scrta tanah seandung
(separuik, senenek), tanah “milik”
individu.

Cara memperoieh dan pemin-
dahan hak atas tanah dilakukan
dengan cara: membuka hutan, jual
silih ganti rugi {jual tanah dan
mamak ke kemenakan sekaum},
jual gadai atau pinjam-meminjam
(gadai dengan tanpa batas waktu),
pangang gadai (gadail dengan ba-
tas waktu), pembagian dari orang
tua, dan hibah.

Masyarakat Nagari Anduring
dalam mempertahankan hak atas
tanahnya adalah dengan: prinsip-
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nya tanah tidak boleh dijual ke-
pada orang luar, jalu ada sanksi
adat bagi mercka yang menjual
kepada orang luar, dan tanah dipe-
lihara secara genealogis (sistem
matrilineal atau patrilineal atau
parental).

b. Desa Tumbang Malahoi:

Di desa Tumbang Malahoi,
jenis-jenis penguasaan tapzh ter-
dirt dart: petak lewu, tanah desa,
tanah jalahan, petak kaleka kelu-
arga, tanah gereja, tanah umat ka-
haringan, tanah perorangan, tanah
kuburan, lapangan sepak bola, se-
kolahan, dan jalan desa. Untuk
memperolch dan  memindahkan
hak atas tanah, dilakukan dengan
cara: membuka hutan, jual beli
(hajual haili), pewarisan, pembe-
rian, penanaman tanaman keras,
tukar-menukar, gadai (sanda), me-
lalui proses pasca upacara tiwah.

Selanjutnya, untuk memperta-
hankan hak atas tanah, masyara-
kat melakukannya dengan prinsip
tidak boleh dijual kepada orang
luar, memberi sanksi adat, dipe-
lithara (dimanfaatkan) secara ber-
kelanjutan, melalui aturan bahwa
tanah dapat dibagi setelah upacara
tiwah (yang memang sangat lang-
ka dilakukan).

¢. Desa Bayan dan Rempek
Di desa Bayan dan Rempek
jenis-jenis penguasaan tanah ter-
diri dari: paer, tanah paoman,
tanah adat (keramat), tanah dese,
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tanah pecatu, tanaqg duwe (tanag
pusake). Hak-hak atas tanah terse-
but diperolch dan dipindahkan de-
ngan cara membuka hutan, jual
beli, pcwarisan, dan hibah. Cara
mempertahankan hak atas tanah di
dacrah ini dilakukan dengan prin-
sip bahwa tanah tidak boleh dijual
kepada orang luar, memberi sank-
st adat, dan dipelihara secara ber-
kelanjutan.

VI. KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

A. Kesimpulan:

1. Studi ini memperlihatkan di-
temukannya berbagai jenis ke-
lompok masyarakat adat yang
secara bersama-sama mengua-
sal tanah (tanah komunal), ba-
ik di arca non-forest maupun
forest. Dalam penguasaan itu
terdapat nuansa unsur komu-
nal tersebut, yakni tebal-tipis
dan cakupannya berbeda-beda.
Hak komunal tradisional (a-
dat) atas tanah adalah kewe-
nangan masyarakat adat ber-
dasarkan norma-norma yang
diterima dan dikembangkan
secara turun-temurun untuk
{a} mengatur dan menyeleng-
garakan pembukaan tanah,
penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan tanah; (b) meng-
atur dan menentukan hubung-
an hukum antara orang {ter-

masuk orang luar) dengan ta-
nah; {¢) mengatur dan mene-
tapkan hubungan hukum an-
tara orang-orang dengan per-
buatan-perbuatan hukum yang
berkenaan dengan tanah yakni
peruntukan dan pemanfaatan
tanah beserta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya
serta yang tumbuh/terdapat di
atasnya untuk kesejahteraan
hidup warganya. Karena itu,
selain tanah sebagai obyek,
ternyata apa yang ada di atas-
nya yakni pohon-pohon, sum-
ber air, benda-benda keramat
dan roh-roh, juga merupakan
obyek hak komunal tradisio-
nal atas tanah. Indikator untuk
mencirikan  tanah  komunal
yang merupakan hasil kompa-
rasi dart ketiga daerah peneli-
tian adalah:

a. pembukaan lahan secara
bersama;

b. lokasi ditandai sekian lama
dengan memanfaatkannya
untuk bercocok tanam;

c. bita kemudian lahan diter-
lantarkan, maka lahan atau
tanah itu akan diber tanda
yang berusia panjang, se-
perti tanaman keras atau
tanda-tanda magis maupun
alamiah seperti batu besar
atau sungai.

d. laban itu tetap digunakan
secara bersama-sama dan
tidak diwariskan secara
pribadi.



e. para penemu lahan tanah
tersebut  dikenal sebagai
founding fathers masyara-
kat yang bersangkutan.

f. sementara generasi demi
generasi berkembang, la-
han itu menjadi milik sua-
tu Kkesatnan masyarakat
tradisional secara kolektif.

g. hubungan antara tanah ko-
munal dan anggota masya-
rakatnya terus berlanjut,
walaupun ada anggota ter-
tentu pindah ke tempat
lain.

h. bila terjadi sengketa, maka
para anggota keluargalah
(secara internal} yang diu-
tamakan untuk menyele-
saikannya.

2. Kini tanah komunal tradisto-

nal masth dipelibara dan diya-
kini oleh penduduk, terutama
sebagal warisan (komunal) da-
ri leluhur mereka, bahkan juga
dari pendiri desa mereka. Ka-
rena itu tanah komunal bukan
saja dianggap sebagail lahan
bersama, tetapl juga mengan-
dung nilai-nilai magis religius.
Tanah komunal tersebut, da-
Jam sisi tertentu, menjadi ‘ka-
tub penyelamat’ bagi keluar-
ga-keluarga inti yang membu-
tuhkan sebagian darinya. Ar-
tinva sebagian keturunan di
sana, di hari kemudian diberi
warisan sebidang tanah untuk
dimanfaatkan, namun tanah-
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tanah tersebut tetap dilingkupi
oleh sifat komunal masyara-
katnya.

Schetulnya secara inherent
sistemn penguasaan tanah tra-
disional tidak mengandung
masalah. Yang justru memun-
culkan masalah adalah diber-
lakukannya state law, dan a-
danya ancaman dari pihak lu-
ar. Masalah juga timbul dari
pengaturan batasan wilayah
administratif, yang dilandasi
oleh state law. Sementara Per-
aturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaf-
taran Tanah secara implisit
masih tidak mengakui hak ko-
munal tradisional atas tanah.

Seandainya pendaftaran tanah
dapat dan mungkin dilakukan
di daerah penelitian, hal-hal
penting yang justru bisa mun-
cul menyangkut: tata batas la-
han, tanuman yang tumbuh di
atasnya, persepsi penduduk
tentang ‘tanda bukti pemilik-
an’itu sendiri, keberadaan ser-
ta pengakuan tanah-tanah ko-
munal tradisional itu sendin
yang hingga kit bila ditinjau
dari segi hukum positif masih
kabur. Selain itu, jika pendaf-
taran tanah itu tidak dilakukan
secara terencana, dan tdak
hottom-up planning, serta ku-
rang memperhatikan berbagai
aspek sosial-budaya-ekonomi
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wilayah setempat, maka pen-
daftaran tanah akan menda-
tangkan keresahan.

Hingga kini, kcbijakan hukum
nasional belum memberi pe-
luang terhadap penerapan per-
aturan pertanahan secara evo-
lusionis (berkembang secara
bertahap). akan tetapi sebalik-
nya malahan memberlakukan
peraturan tanpa mempertim-
bangkan kondisi sosial budaya
{termasuk hukum) masyarakat
lokal yang majemuk.

Meskipun Pasal 9 ayat (2)
UUPA ielah menyatakan bah-
wa luki-laki dan perempuan
mempunyai Kesempatan yang
sama untuk mecmperoleh se-
suate hak atas tanah, namun
disadari bahwa peran sistem
kekerabatan pada situasi sosial
tertentu berperan dalam me-
muncuJkan konstelasi gender
di wilayah-wilayah penelitian.

Rekomendasi:

Perlu adunya pengakuan atas
hak-hak tanah komunal tradi-
sional (tanah adat) dengan in-
dikator yang telah dikemuka-
kan dalam kesimpulan.

Agar satuan masyarakat masih
dapat mengatur tanahnya scca-
ra mandiri, maka tanah mere-
ka tidak perlu terburu-buru di-
sertifikutkan, Biarkan mereka

sendirl yang menginginkan
pensertifikatannya. Sebaiknya
dilakukan pencatatan hak atas
tanah (tanpa dikeluarkan serti-
fikatnya) dan mengakui saja
batas luar wilayah tanah-tanah
komunal serta diumumkan ke-
pada khalayak ramai.

Disarankan agar setiap proyck
pembangunan secara sungguh-
sungguh  mempertimbangkan
dan menghargai keberadaan
masyarakat tradisional beserta
institusi dan tanah komunal-
nya (yang beragam).

Usulan, persepsi, maupun me-
kanisme pendaftaran tanah ha-
ruslah kontekstual dengan se-
Jarah, kultur dan institusi adat.
Jadi sebelum dilakukan pen-
daftaran, perlu dilakukan ra-
pid assessment untuk menge-
tahui sifat dan ciri-ciri tanah-
tanah tersebut sccara lebih
praktis, termasuk bentuk-ben-
tuk aturan adat, institusi yang
melingkupinya, dan konteks
sosial-ekonomi yang muncul
di masing-masing wilayah.

UUPA sebaiknya digunakan
hanya untuk menopang dae-
rah-daerah yang sudah menga-
nut paham individualisme atas
penguasaan tanah, Scbaiknya
pula ada peraturan teknis vang
memadai yang berfungsi seba-
gai peraturan peralthan, teru-



tama untuk dacrah-daerah ter-
tentu yang menuruf kenyata-
annya belum mempraktikkan
apa yang dinyatakan dalam
UUPA.

6. Disarankan agar dikembang-
kan  kebijakan  pertanahan
yang peka terhadap kepen-
tingan berbagai kelompok ma-
syarakat yang rentan termasuk
perempuan tanpa harus mengi-
kis aturan-aturan tradisional
yang berlaku, dan harus ter-
dapat proses monitoring ter-
tentu yang memungkinkan
evaluasi terhadap pelaksanaan
dari kebijakan pertanahan dan
pemberian sanksi kepada pe-
langgar aturan yang terkait de-
ngan kepekaan terhadap masa-
lah gender tersebut.
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